PENGELOLAAN DANA DESA DAN EKSPEKTASI
TERHADAP PERAN AUDIT INTERNAL
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DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI



DANA DESA

1. Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

. Dialokasikan secara berkeadilan, dengan pendekatan saat ini, yaitu 90%
alokasi dasar (dibagi secara merata kepada setiap desa) dan 10%
berdasarkan formulasi, dengan 4 variabel, yaitu Jumlah penduduk, luas
ilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis desa yang
entukan oleh faktor ketersediaan prasarana pelayanan dasar, kondisi
struktur, dan aksesibilitas/transportasi.



ALOKASI PENGANGGARAN
DANA DESA

2015

Paling sedikit sebesar 3% dari dan diluar anggaran Transfer ke
Daerah, atau senilai 20,7 Trilyun yang dialokasikan untuk
74.093 Desa,di 434 Kab/Kota dan 33 Provinsi

2016

2017

Seterusnya sebesar 10%o, dari dan diluar anggaran Transfer ke
Daerah

Namun demikian, untuk 2017 baru terpenuhi 8,6 % dari
ketentuan 10% dari dan diluar transfer ke Daerah, atau senilai




PENYALURAN DANA DESA

Dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN (KPPN setempat) ke RKUD
secara bertahap. Kemudian Dana Desa tersebut disalurkan oleh kabupaten/kota
kepada Desa dengan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD (Rekening
Kas Desa)

Untuk Tahun 2017 ini, penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu
60% pada bulan Maret dan 40% pada bulan Agustus, dengan ketentuan sebagai
berikut :
> Tahap I, (Bulan Maret)
d RKUN ke RKUD, dilakukan setelah Pemerintah Kabupaten/Kota
menyampaikan persyaratan kepada pemerintah:
= Perda APBD tahun anggaran berjalan;
= Perbup tentang Pengalokasian Dana Desa;
= Laporan Realisasi dan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa Tahun yang lalu;



Lanjutan PENYALURAN DANA DESA

0 Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyalurkan Dana Desa dari RKUD ke
RKDesa, setelah Pemerintah Desa menyampaikan persyaratan kepada
pemerintah kab/kota :
= Peraturan Desa tentang APBDesa;
= Laporan Realisasi dan Konsolidasi Dana Desa Tahun yang lalu;

> Tahap II (Bulan Agustus)

0 RKUN ke RKUD, dilakukan setelah Pemerintah Kabupaten/Kota
menyampaikan persyaratan laporan realisasi penyaluran Tahap I minimal
90% sudah disalurkan ke Rekening Kas Desa;

0 RKUD ke RKDes, dilakukan setelah Pemerintah Desa menyampaikan
persyaratan, yaitu laporan Realisasi Tahap I minimal 75 % kepada
kabupaten/kota dan konsolidasi penggunaan dana desa;

Pemerintah kabupaten/kota wajib menyalurkan ke RKDesa paling lambat 7 hari
setelah dana desa diterima di RKUD, dengan ketentuan pemerintah desa sudah
memenuhi atau menyampaikan persyaratan penyaluran dana desa dalam setiap
tahap penyaluran



PENGGUNAAN DANA DESA

» Secara prinsip Dana Desa digunakan untuk membiayai kewenangan yang
menjadi tanggungjawab Desa, yaitu di bidang penyelenggaraan pemerintahan
Desa, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan
kemasyarakatan.

» Namun demikian, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa dimaksud,
penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat, yang disepakati dalam musyawarah desa dan
mengacu kepada Peraturan Menteri Desa yang mengatur tentang penetapan
prioritas penggunan Dana Desa. ( PP 60 Pasal 19)

» Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang tidak prioritas dapat dilakukan
sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan telah terpenuhi. Dengan
demikian Dana Desa tetap bisa digunakan untuk membiayai bidang
penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan setelah
prioritas terpenuhi dan mendapat persetujuan dari Bupati/Walikota.

» Hal inilah kadang menimbulkan persepsi bahwa pemerintah desa dibatasi untuk

penggunaan Dana Desa hanya untuk kegiatan pembangunan infrastruktur saja.




PERMASALAHAN

1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota seringkali terlambat menyampaikan informasi
besaran pagu indikatif Dana Desa kepada Desa, sehingga berdampak pada
keterlambatan penetapan Perdes APBDesa;

2. Pada proses penyaluran Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa terlambat menyiapkan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa;

3. Pemerintah dihadapkan pada kenyataan bahwa sebagian besar kapasitas SDM
Perangkat Desa serta Kepala Desa masih rendah;

Integritas dan mentalitas Aparat Pemerintah Daerah dan Desa yang rendah, sehingga
terjadi penyalahgunaan kewenangan yang berakibat pada penyimpangan pengelolaan
dana desa;

» Tindak Pidana Korupsi; dan

esalahan administratif, seperti aspek penatausahaan, pajak, pelaporan, menyalahi
andar teknis konstruksi.




Lanjutan PERMASALAHAN

5. Munculnya kasus perampokan terhadap Bendahara Desa yang sedang mengambil
Uang Dana Desa ke Bank (contoh terbaru : Desa Bantarsari Kec. Cijambe Kab. Subang
Prov. Jawa Barat) sebesar Rp 195.300.000, oleh karenanya perlu dipikirkan kebijakan
terhadap konsekuensi kejadian serupa;

6. Politisasi kebijakan Dana Desa oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota, dengan

indikasinya, yaitu:

» Dengan dalih ketidaktersediaan Rekening Kas Desa, menimbulkan kebijakan
penunjukan Rekening Kas di kabupaten dalam rangka mempermudah fasilitasi Dana
Desa bagi Desa, hal ini dimungkinkan terjadi pengambil alihan kekuasaan
pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten.

» Melalui penyaluran Dana Desa yang tidak tepat waktu dan tepat jumlah terhadap

Desa-Desa yang dianggap bukan wilayah pendukungnya.

m optimalnya peran pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah Daerah
asi kepada Kabupaten/Kota dalam pengelolaan Dana Desa.



UPAYA YANG DILAKUKAN DITJEN BINA PEMDES

a. Sosialisasi Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan
Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, serta fasilitasi
penyusunan perbup tentang Kewenangan Desa;

b. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa (PAPD) pada tahun 2015 yang diikuti oleh 3 (tiga) orang
aparatur Pemerintah Desa dan 2 (dua) orang aparatur Kecamatan di seluruh Indonesia
sejumiah 152.316 orang dari target 236.379 orang, dengan materi penyusunan produk hukum
desa, pembangunan desa, dan pengelolaan keuangan desa. Disampaing itu juga dilatih
aparatur pemerintah pusat dan provinsi untuk menjadi pelatih master (MoT) sebanyak 265
orang dan pelatih pada tingkat daerah (ToT) sebanyak 1771 orang.

Kemudian pada tahun 2016, telah juga dilatih tambahan pelatih master (MoT) untuk pelatihan
aparatur desa bagi aparatur pemerintah pusat dan provinsi sebanyak 195 orang dan pelatih
)ada tingkat daerah (ToT) sebanyak 1.934 orang. Disamping itu juga dipersiapkan pelatih
aster (MoT) untuk Pelatihan Pendamping Teknis Pemerintahan Desa di Kecamatan (PTPD)
at dan Provinsi pada tahun yang diikuti sebanyak 195 orang.

un 2017, telah telah dipersiapkan tambahan pelatih master PTPD sebanyak 100 orang
jhan daerah sebanyak 437 orang dalam rangka persiapan pelaksanaan pelatihan
) Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) bagi aparatur kecamatan di seluruh Indonesia
.763 orang



Lanjutan UPAYA YANG DILAKUKAN DITJEN BINA PEMDES

e. Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri juga mengembangkan Sistem Keuangan
Desa dengan BPKP, Sistem Pelaporan Konsolidasi Keuangan Desa, Aplikasi
Pengelolaan Aset Desa, dan Sistem Pelaporan Berbasis Gateway dengan Kantor Staf
Presiden, untuk mendorong pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintah Desa
menjadi transparan, akuntabel, partisipatif , tertib dan disiplin.

f. Khusus untuk Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), sampai bulan Nopember 2017,
sudah ada sebanyak 50.703 Desa di 251 kabupaten/kota atau 67,65 % dari 74.910
Desa dan 434 Kabupaten/Kota yang telah mengimplementasi sistem ini.

Selanjutnya untuk pengawasan pengelolaan dana desa, Kemendagri juga telah
menerbitkan Surat Mendagri Nomor 700/1281/A.1/2016, yang ditujukan kepada
ubernur dan Bupati/Walikota, tentang Pedoman Pengawasan Dana Desa, sebagai
trumen bagi Aparat Pengawas Intern.

2 itu pihak kepolisian melalui Telex Nomor ST/5097/VIII/2016/BARESKRIM
ga mengeluarkan arahan kepada seluruh Kapolda untuk berkoordinasi dengan
am menangani pengaduan dari masyarakat dalam penyelenggaraan
daerah.



Lanjutan UPAYA YANG DILAKUKAN DITJEN BINA PEMDES

I. Selain itu pihak kepolisian melalui Telex Nomor ST/5097/VIII/2016/BARESKRIM
telah juga mengeluarkan arahan kepada seluruh Kapolda untuk berkoordinasi
dengan APIP dalam menangani pengaduan dari masyarakat dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

j. Untuk memperkuat peran Camat, telah disampaikan surat Mendagri tentang
Panduan Evaluasi Rancangan Perdes APBDesa;(surat nomor 188.55/3898/BPD,
tanggal 10 Juli 2017, yang ditujukan untuk Gubernur dan Bupati/Walikota).

. Telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Desa, PD dan
Tertinggal; Kementerian Dalam Negeri; dan Kepolisian Republik Indonesia Nomor
)5/M-DPDTT/KB/X/2017, 193/7621/S], B/82/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017
atang Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Dana Desa



Qg LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS OPTIMALISASI PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN DANA DESA

1. Selanjutnya Kemendagri juga mengusulkan agar Desa diberikan fleksibilitas dalam
penggunaan dana Desa dalam menentukan prioritas penggunaannya dengan persyaratan :
v' Tidak keluar dari lingkup kewenangan Desa;
v' Sesuai dengan hasil musyawarah Desa;
v Kegiatan-kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sudah cukup
memadai;

. Dalam rangka memperkuat tugas-tugas pembinaan dan pengawasan Dana Desa baik oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pemerintah
perlu mempertimbangkan untuk mengalokasikan dana yang memadai dan secara khusus
diperuntukan untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa;

ningkatkan peran Pemerintah Provinsi dalam pembinaan dan pengawasan Dana Desa
da Kabupaten/Kota, sehingga praktek-praktek ketidaktepatan waktu penyaluran,
etidaktepatan jumlah pengalokasian Dana Desa dari RKUD ke RKDesa dapat
isir, diantaranya melalui kegiatan: monitoring, rapat-rapat koordinasi, bimtek
an lain sebagaimana pasal 115 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;



Lanjutan LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS OPTIMALISAS|I PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN DANA DESA

4. Perlunya dibangun sistem sanksi yang tegas terhadap Pemerintah

Kabupaten/Kota yang ditemukan bukti kuat melakukan politisasi pengelolaan
Dana Desa maupun dengan sengaja melakukan pengendapan Dana Desa di RKUD
dalam kurun waktu tertentu, atau tidak menyalurkan Dana Desa tepat jumlah ke
RKDesa;

Untuk menjamin akuntabilitas Dana Desa, perlu menambah satu kolom yang
menjelaskan Nama dan nomor rekening Kas Desa, dalam pelaporan penyaluran
Dana Desa;

Memperkuat sistem dan kelembagaan dalam penanganan dan pengaduan masalah
dari masyarakat, sebagaimana amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, pasal 385,(mengoptimalkan peran APIP) ataupun PP 12
un 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
ah;



&2  Lanjutan LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS OPTIMALISASI PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN DANA DESA

7. Melakukan pengawalan/pengawasan terpadu (Kementerian terkait, KPK, BPK, BPKP,
Inspektorat Jenderal, Kepolisian dan Kejaksaan);

8. Mengoptimalkan Peran Camat dalam melakukan tugas pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan desa, salah satunya melalui pelatihan PTPD (Pembina
Teknis Pemerintah Desa); dan

9. Mendorong peningkatan transparansi dan partisipasi dengan membuka akses
masyarakat terhadap APBDesa.




* PENYUSUNAN DRAFT PERJANJIAN KERJASAMA
ADALAH AMANAT PASAL 3 AYAT 1 NOTA
KESEPAHAMAN MENTERI DESA PDTT, MENTERI DALAM
NEGERI DAN KAPOLRI NOMOR 05/M-DPDTT/KB/X/2017;
NOMOR 193/7621/5); NOMOR B/82/X/2017 TENTANG

PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENANGANAN
PERMASALAHAN DANA DESA;

DIAMANATKAN PADA PASAL DIMAKSUD BAHWA
NDAK LANJUT PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN
3UAT DALAM PERJANJIAN KERJASAMA




¢ B

RUANG LINGKUP

PASAL 2
' Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

I a. Pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, desa dan masyarakat dalam
pengelolaan dana desa;

b. Pemantapan dan sosialisasi regulasi terkait pengelolan dana desa;

c. Penguatan Pengawasan pengelolaan dana desa;

d. Fasilitasi bantuan pengamanan dalam pengelolaan dana desa;

e. Fasilitasi penanganan masalah dan penegakan hukum terhadap pengelolaan dana desa; dan

f. Pertukaran data dan/atau informasi dana desa.

e




@ SEKXRETARIAT BERSAMA

KEMENDAGRI

BERSAMA
KEMENDESA,
PDTT




(), KEWAJIBAN KEMENDAGRI
DALAM P.K.S

* Melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah daerah dan aparatur pemerintah Desa dalam
pengelolaan Dana Desa;

* Memperkuat peran Inspektorat Jenderal dalam pengawasan
pengelolaan Dana Desa,

* Melakukan pertukaran data dan informasi mengenai
pengelolaan Dana Desa;

elakukan supervise penyelesaian permasalahan Dana Desa
hDaerah.



@ TUGAS KEMENDAGRI DALAM P.K.S

PENINGKATAN KAPASITAS PENGUATAN PERAN INSPEKTORAT

(1) MELAKUKAN IDENTIFIKASI PERATURAN (1) JUKNIS PENGUATAN APARAT INSPEKTORAT
PERUNDANGAN YG MENGHALANGI EFEKTIVITAS (2) SOSIALISASI DAN BIMTEK BAGI INSPEKTORAT

DANA DESA DAERAH
(2) MELAKUKAN SINKRONISASI KEBIJAKAN (3) PEMANTAUAN PELAKSANAAN DANA DESA
(3) SOSIALISASI, BIMTEK DAN PELATIHAN SESUAI (4) DORONG KOORDINASI PENANGANAN MASALAH
KEWENANGAN BAIK MASALAH ADMINISTRATIF MAUPUN
MASALAH PIDANA

FASILITASI PERTUKARAN DATA DAN INFOMASI SUPERVISI PENYELESAIAN MASALAH

(1) PERTUKARAN DATA PERMASALAHAN DANA
DESA

(2) FASILITASI INFORMASI PENANGANAN
PERMASALAHAN DANA DESA

(1) IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DANA DESA
(2) FASILITASI PEMDA DALAM PENYELESAIAN
PERMASALAHAN




TUGAS BERSAMA DALAMPLAK.S

== Sosialisasi MoU

== lukar Informasi

s Penanganan Masalah




224 PENUTUP

1. Bahwa pengelolaan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
pengelolaan keuangan Desa secara keseluruhan;

2. Bahwa pengendalian intern dan pengawasan intern di tingkat pemerintah Daerah dan
Desa dalam mengelola keuangan Desa masih perlu ditingkatkan;

3. Senantiasa meningkatkan integritas, Rapasitas dan profesionalisme, selaku benteng

terakhir dalam menjaga akuntabilitas;

Melakukan pendampingan kepada Kepala Desa dan perangkat desanya sejak tahap

perencanaan sampai dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa, sehingga

mampu mencegah terjadinya penyimpangan;

Mencegah penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Desa termasuk Dana Desa

aik sejak adanya indikasi tindak kecurangan (frauad) hingga melakukan tindakan

resif terhadap pelaku penyimpangan anggaran;

cang pelaksanaan pengawasan Keuangan Desa termasuk Dana Desa berbasis

engingat besarnya jumlah dan kondisi geografis Desa.

peran Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan

abupaten/Kota.









